
Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan  
Vol. 2 No. 2 Maret 2024, hal. 224-232 

e-ISSN: 2986-4968  
 

 

224 

ANALISIS PUTUSAN NO: 669/PDT/2016/PT.DKI dan PUTUSAN  
NO : 3203/K/Pdt/2017 

 

Gunawan Widjaja *1 
 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia  

email: widjaja_gunawan@yahoo.com 
 

Novi Rizky Ramadhani 
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia 

 
Syavitri Ramadhani  

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia 
 

Abstrak  
Pa|da| a|na|lisis Putusa|n Nomor: 669/ PDT/ 2016/ PT. DKI serta| Putusa|n MA| No: 3203 K/ Pdt/ 
2017 ia|la|h Putusa|n da|ri perma|sa|la|ha|n ya|ng sa|ma| ia|la|h perbua|ta|n ma|lpra|ktik medis ya|ng 
suda|h dicoba| oleh Drg. Yus A|ndjojo D. H dima|na| ya|ng bersa|ngkuta|n mela|ksa|na|ka|n 
pela|ya|na|n keseha|ta|n gigi ya|ng buka|n ia|la|h kompetensinya| da|n mela|ksa|na|ka|n pela|ya|na|n 
keseha|ta|n gigi serta| mulut denga|n tida|k memba|gika|n ura|ia|n ya|ng jujur, etis serta| mencukupi 
kepa|da| penderita| a|ta|upun kelua|rga|nya| cocok denga|n Putusa|n Ma|hka|ma|h A|gung Republik 
Indonesia| No 3203 K/ Pdt/ 2017 ya |ng mela|porka|n ka|la|u Drg. Yus A|ndjojo D. H dinya|ta|ka|n 
bersa|la|h da|la|m mela|ksa|na|ka|n a|plika|si medis, mela|ksa|na|ka|n tinda|ka|n kedoktera|n gigi 
inva|sif denga|n tida|k mela|ksa|na|ka|n persetujua|n tinda|ka|n kedoktera|n seca|ra| tertulis sehingga| 
denga|n tinda|ka|nnya| ini, Drg Yus. A|ndjojo D. H di a|dili denga|n memba|ya|r uba|h rugi kepa|da| 
penderita| sebesa|r Rp. 100.000.000, - (Sera|tus Juta| Rupia|h). 

Kata Kunci: Analisis Putusan No: 669/PDT/2016/PT.DKI, Putusan No : 3203/K/Pdt/2017 
 

PENDAHULUAN 

 Di dalam Pasal 39 Undang- Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Praktik 

Kedokteran diselenggarakan pada konvensi antara dokter ataupun dokter gigi dengan penderita 

dalam Upaya untuk pemeliharaan Kesehatan, penangkalan penyakit, kenaikan Kesehatan, 

penyembuhan penyakit, serta pemulihan Kesehatan. Praktik Kedokteran tersebut kerap berhubungan 

dengan ikatan antara dokter dengan pasien tetapi terdapat kalanya berkurangnya keyakinan Warga 

terhadap dokter serta dokter gigi, disebabkan maraknya tuntutan hukum yang diajukan Warga 

sehingga kerapkali diidentikkan dengan kegagalan Upaya pengobatan yang dicoba oleh dokter serta 

dokter gigi. 

Pada prinsipnya praktik kedokteran yang dilangsungkan melibatkan dokter sebagai penyedia 

jasa kedokteran dan pasien sebagai pengguna jasa kedokteran. Hubungan antara dokter dan pasien 

yang dimaksud didasarkan atas sebuah persetujuan bersama antara kedua belah pihak. Lebih lanjut 

dalam hal ini dokter sebagai professional tidak diperkenankan untuk menjanjikan kesembuhan bagi 

pihak pasien oleh karena tidak semua tindakan medis oleh dokter selalu berujung pada kesembuhan 

pasien. Akan tetapi dokter hanya diperkenankan untuk melakukan upaya terbaiknya (best effort) 

dalam menangani pasien sesuai dengan keilmuan dan prosedur yang ditetapkan. 
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Apabila hak serta kewajiban tersebut tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, hingga wajarlah 

bila pihak yang dirugikan hendak menggugat. Cocok dengan pertumbuhan metode berpikir Warga di 

Indonesia yang terus menjadi kritis terhadap hak- hak mereka, paling utama dalam pelayanan 

Kesehatan yang diberikan oleh pihak dokter ataupun dokter gigi yang bisa dilihat dengan terdapatnya 

permasalahan yang terjalin di Indonesia menimpa tuntutan penderita terhadap pihak kedokteran 

sebab penderita merasa dirugikan oleh pelayanan Kesehatan yang dicoba oleh dokter yang 

menyembuhkan penyakit yang dideritanya, oleh sebab itu dibutuhkan sesuatu persetujuan pelayanan 

Kesehatan baik untuk tenaga kedokteran ataupun dokter ataupun penderita. Perihal ini dicoba untuk 

mengalami mungkin apabila terjalin sesuatu kesalahan dari pihak- pihak tersebut. Sebagian hak- hak 

penderita merupakan berhak mendapatkan data tentang penyakit serta tindakan yang hendak 

diperolehnya, hak memastikan Nasib sendiri, berhak menyetujui ataupun menolak penyembuhan 

ataupun tindakan yang hendak diterimanya, hak mendapatkan pelayanan Kesehatan yang bermutu 

serta cocok standar pelayanan serta yang ialah hak dasar yang dipunyai penderita merupakan hak 

untuk memastikan Nasib sendiri serta hak untuk mendapatkan perlindungan. 

 Apabila dalam sesuatu permasalahan ditemui faktor kelalaian dari pihak dokter hingga dokter 

tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, begitu pula pihak pasien, tidak dapat 

langsung menuntut apabila terjadi hal-hal diluar dugaan, sebab diperlukan terdapatnya bukti- bukti 

yang menampilkan terdapatnya kelalaian. Pada hakikatnya wajib dibedakan antara kelalaian serta 

kegagalan, apabila perihal tersebut ialah efek dari tindakan yang sudah disebutkan dalam persetujuan 

tertulis, hingga penderita tidak dapat menuntut, khususnya dalam praktik dokter gigi. Dokter gigi 

merupakan tenaga kedokteran yang melaksanakan penyelenggaraan praktik kedokteran gigi bawah 

meliputi pencabutan gigi senantiasa ataupun permanen, pencabutan gigi susu ataupun anak, 

penumpatan gigi, pembersihan karang gigi (scalling), pemasangan gigi palsu serta pemasangan 

kawat gigi. Tindakan tersebut hampir seluruhnya mempunyai efek yang besar terhadap tindakan 

(treatment) seperti terbentuknya pendarahan sampai kegagalan perawatan yang menimbulkan 

penderita merasa tidak aman ataupun merasa dirugikan. 

Salah satu bentuk tindakan dokter gigi adalah implant gigi. Implan gigi adalah Implan adalah prosedur 

penanaman akar gigi buatan yang berbentuk seperti baut pada rahang. Prosedur ini dilakukan untuk menopang 

mahkota gigi buatan (crown gigi). Implan gigi umumnya terbuat dari logam khusus, seperti titanium. Implan 

gigi dilakukan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut. Prosedur ini terdiri dari sejumlah tahap, yang setiap 

tahapnya membutuhkan waktu cukup lama. Oleh sebab itu, keseluruhan proses implan gigi dapat memakan 

waktu sampai beberapa bulan. 

Pembuktian permasalahan kelalaian ataupun malpraktik medis tidak mudah, sebab ilmu 

medis tidak banyak dikenal oleh orang awam. Untuk mengetahui kejahatan, terkadang dibutuhkan 

orang terlatih, meski orang- orang ini tidak membutuhkan Pembelajaran yang besar namun 

dibutuhkan keahlian pendeteksian dengan ilmu. Kesalahan dokter ialah kesalahan profesi, hingga 

tidak gampang untuk siapa saja, tercantum penegak hukum yang tidak menguasai profesi medis untuk 

meyakinkannya dihadapan majelis hukum, walaupun demikian tidak berarti kesalahan dokter tidak 

bisa dibuktikan. 

Dalam putusan yang diangkat untuk dianalisis dalam penelitian ini, terdapat perbedaan 

penilaian terkait penerapan hukum antara Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat 

Banding dengan Pengadilan Kasasi dalam kasus Samat Ngadimin melawan Drg Yus. Andjojo D. H. 

Adapun pada Pengadilan Tingkat Pertama, Tergugat yang merupakan dokter gigi dinyatakan tidak 

https://www.alodokter.com/mengantisipasi-risiko-implan-gigi
https://www.alodokter.com/mengantisipasi-risiko-implan-gigi
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bersalah dalam pelaksanaan praktik implant gigi yang dilakukan tanpa didahului oleh persetujuan 

tertulis bersama dengan Penggugat. Hal serupa juga terjadi pada Pengadilan Tingkat Banding dimana 

Tergugat juga tidak dinilai melakukan pelanggaran atas praktik implant gigi yang tidak didahului oleh 

persetujuan tertulis bersama dengan pasien. Akan tetapi hal berbeda justru terjadi pada Pengadilan 

Tingkat Kasasi yang memutus bahwa Tergugat selaku dokter gigi telah melakukan perbuatan 

melawan hukum atas tindakannya melakukan implant gigi dengan tidak didahului oleh persetujuan 

tertulis pasien. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. KRONOLOGI KASUS 

Permasalahan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor putusan 

No.11/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT, putusan Banding dengan Nomor Putusan Nomor 669/ PDT/ 2016/ 

PT. DKI dan Putusan Kasasi dengan Nomor Putusan 3203 K/ Pdt/ 2017 berawal dari kerabat Samat 

Ngadimin selaku penggugat yang ialah “pasien dari Drg. Yus Andjojo D. H. Drg “Yus Andjojo D. H. 

ialah seseorang dokter gigi yang melayani aplikasi pelayanan Kesehatan gigi yang merupakan 

tergugat dalam perkara ini. Penggugat melaksanakan penyembuhan gigi sekalian melaksanakan 

implant gigi, dimana sehabis bertanya tentang keluhan serta kemauan penggugat tersebut, Drg. Yus 

Andjojo D. H selaku tergugat menyatakan mampu untuk melaksanakan pemasangan implant gigi 

pada penggugat. Berikutnya, Tergugat melaksanakan aplikasi pemasangan implant gigi dengan 

metode melaksanakan pembedahan bedah mulut dimana total Tindakan pembedahan semenjak dini 

dimulainya pemasangan implant hingga terakhir dicoba proses pembedahan dicoba sebanyak 5 kali 

 Implant pertama operasi dilakukan pada tanggal 03 September 2013 

 Implant kedua operasi dilakukan pada tanggal 16 september 2013 

 Implant ketiga operasi dilakukan pada tanggal 03 januari 2014 

 Implant keempat operasi dilakukan pada tanggal 02 april 2014 

 Implant kelima operasi dilakukan pada tanggal 25 juli 2014 

 
Tetapi, pada tindakan pembedahan implant gigi yang ke- 4 kalinya, penggugat telah tidak 

merasakan terdapatnya hasil positif ataupun pertumbuhan yang nyata terhadap penyembuhan serta 

implant gigi yang dicoba oleh tergugat, apalagi penggugat mengantarkan secara berulang- ulang 

kepada tergugat telah merasakan sakit serta trauma atas Tindakan- tindakan pembedahan lebih 

dahulu. 

Saat sebelum tindakan pembedahan yang ke- 5 penggugat dengan didampingi oleh istrinya 

kembali mengunjungi tergugat Drg. Yus Andjojo D. H untuk mengantarkan keluhan serta dengan tegas 

memohon tergugat untuk bisa melaksanakan tindakan pertolongan dengan melaksanakan 

pembersihan gigi hasil implant tanpa melaksanakan pembedahan lanjutan, hendak namun tergugat 

melanjutkan rangkaian pembedahan implant gigi terhadap penggugat dengan alasan kalau tergugat 

Tengah mempraktekkan metode implant gigi yang baru saja tergugat pelajari sepanjang 1(satu) pekan 

di Italia. Ketika 2 hari setelah menempuh rangkaian pembedahan tersebut, penggugat merasakan bau 

tidak sedap pada gusinya serta penggugat dengan lekas kembali kepada tergugat untuk memohon 

pertolongan serta pertanggungjawaban, namun tergugat dikala itu tidak berkata apapun serta 

memohon penggugat untuk kembali lagi 2 hari setelahnya. Belum pada waktu yang di anjurkan , 
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penggugat sudah merasakan sakit serta mencium bau tidak sedap pada gusinya serta keesokan 

harinya penggugat langsung mendatangi tergugat untuk melaksanakan pengecekan serta 

penyembuhan terhadap gusinya tersebut. Akan tetapi tergugat hanya berkata tidak ada masalah serta 

memohon penggugat untuk kembali keesokan harinya. 

Pa|da| keesoka|n ha|rinya|, pengguga|t menda|ta|ngi klinik terguga |t untuk mela|ksa|na|ka|n 

pengeceka|n a|ta|s ra|sa| sa|kit serta| ba|u tida|k seda|p ya|ng mencua|t pa|da| giginya| na|mun terguga|t 

kemba|li berka|ta| tida|k a|da| ma|sa|la|h ta|npa| mela|ksa|na|ka|n pengeceka|n seca|ra| mera|ta| sema|ca|m CT-

Sca|n serta| la|in-la|in. Pernyataan tersebut ha|nya| dida|sa|rka|n da|ri penga|la|ma|n terguga|t 

mena|nggula|ngi impla|nt pa|sien- pa|sien terda|hulu. Seha|bis pertemua|n tera|khir denga|n terguga|t, 

kea|da|a|n gusi pengguga |t terus menja|di pa|ra|h, a|pa|la|gi impla|nt ya|ng suda|h dipa|sa|ng oleh terguga|t 

terlepa|s da|ri gusi pengguga |t sehingga| pengguga|t Kemba|li mengha|diri klinik terguga |t untuk 

menca|but ha|sil impla|nt gigi tersebut, dima|na| seha|bis terguga|t mela|ksa|na|ka|n pengeceka|n ya|ng 

dikeluhka|n oleh pengguga |t, terguga|t mena|mpilka|n ekspresi ka|get mema|nda|ng kea|da|a|n impla|nt 

gusi ya|ng suda|h dikerja|ka|nnya|. Terguga|t la|ngsung memeca|hka|n impla|nt gigi ya|ng busuk tersebut 

setela|h itu terguga|t menga|njurka|n supa|ya| mela|ksa|na|ka|n tinda|ka|n pembersiha|n denga|n Tinda|ka|n 

pembeda|ha|n besa|r untuk mensterilka|n gigi serta| gusi ya|ng busuk tersebut, sementa |ra| itu pa|da| 

pembeda|ha|n ke- 4 pengguga|t tela|h mera|sa|ka|n kesa|kita|n ya|ng lua|r bia|sa| sehingga| memunculka|n 

tra|uma| terha|da|p Tinda|ka|n pembeda|ha|n. Dika|la| mela|ksa|na|ka|n tinda|ka|n pembeda|ha|n ya|ng 

bertujua|n untuk mensterilka|n gigi serta| gusi ya|ng busuk ba|ru dikena|l ka|la|u nya|ta|nya| lebih da|hulu 

terguga|t ta|npa| sepengeta|hua|n serta| ta|npa| izin da|ri pengguga|t pula| suda|h mema|sa|ngka|n impla|nt 

pa|da| gigi ya|ng la|in da|n turut busuk serta| wa|jib dibongka|r pa|da| pembeda|ha|n tersebut. 

Meliha|t tinda|ka|n terguga|t ya|ng bera|ni mema|sa|ngka|n impla|nt gigi ta |npa| sepengeta|hua|n 

serta| izin da|ri pengguga|t, ya|ng ma|na| sa|a|t itu pengguga|t la|ngsung mena|nya|ka|n izin pra|ktik kepa|da| 

terguga|t ia|la|h Drg. Yus A|ndjojo D. H a|pa|ka|h ya|ng bersa|ngkuta|n mempunya|i izin untuk pra|ktik 

kedoktera|n a|ta|upun tida|k. Kemudia|n terguga|t berka|ta| jika| untuk pembeda |ha|n beda|h mulut ya|ng 

dikerja|ka|nnya| mempunya|i izin ya|ng dikelua|rka|n oleh FISID ya|ng ba|gi terguga|t lebih heba|t da|ri 

dokter beda|h mulut bia|sa|. Setela|h pembeda|ha|n besa|r tera|khir ya|ng dicoba| terguga|t, pengguga|t 

ma|sih mera|sa|ka|n sa|kit pa|da| ba|gia|n gusi sehingga| pengguga|t memutuska|n  pergi beroba|t da|n 

berkonsulta|si pa|da| dokter gigi la|in serta| pa|da| sa|a|t  itu dokter gigi tersebut mela |porka|n jika| gusi 

pengguga|t tida|k bersih da|n dokter tersebut menga|nta|ka|n tinda|ka|n pembersiha|n tersebut da|pa|t 

dicoba| ta|npa| mela|ksa|na|ka|n pembeda|ha|n besa|r seba|ga|ima|na| ya|ng dika|ta|ka|n oleh Terguga|t Drg. 

Yus A|ndjojo D. H. 

Sesungguhnya | tinda|ka|n ya|ng dicoba| oleh terguga|t dima|na| dia| mempra|ktikka|n metode ya|ng 

ba|ru sa|ja| dia| pela|ja|ri di Ita|lia| serta| belum sempa|t dibuktika|n keberha|sila|nnya| tersebut menja|dika|n 

seola|h- ola|h pengguga|t sela|ku “percoba|a|n” untuk terguga|t ya|ng memunculka|n ra|sa| sa|kit serta| 

tra|uma|tik ya|ng lua|r bia|sa| a|pa|la|gi sa|nga|t merugika|n dima|na| periha|l tersebut menyita| wa|ktu serta| 

mengha|biska|n pengelua|ra|n ya|ng besa|r, serta| sa|nga|t disa|ya|ngka|n terda|pa|tnya| kondisi ca|ca|t ya|ng 

tida|k da|pa|t dipulihka|n a|ta|upun dipulihka|n ba|ik seca|ra| fisik a|ta|upun menta |l untuk pengguga|t. Tida|k 

ha|nya| itu, Terguga|t juga| membua|t reka|m kedoktera|n untuk pengguga|t ya|ng a|da| Tinda|ka|n- tinda|ka|n 

ya|ng dicoba| pa|da| bertepa|ta|n pa|da| 20- 21 A|gustus 2014 dima |na| ya|ng sesungguhnya | pengguga|t 

tida|k sempa|t tiba| ke klinik terguga|t untuk mela|ksa|na|ka|n penyembuha|n. Tera|khir ka|li pengguga|t tiba| 

ke klinik terguga|t merupa|ka|n pa|da| bertepa|ta|n pa|da| 4 A|gustus 2014 ya|ng ma|na| sa|a|t itu terja|di 
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tinda|ka|n pembeda|ha|n besa|r untuk mela|ksa|na|ka|n pembersiha|n gigi serta| pembongka|ra|n impla|nt 

gigi. 

 

B. Fa|kta| 

Berikut ini ia|la|h ra|ngkuma|n fa|kta|- fa|kta| ya|ng terja|lin pa|da| kronologi perma|sa|la|ha|n dia|ta|s: 

1. Pengguga|t menempuh 5 Ka |li tinda|ka|n Pembeda|ha|n, dita|mba|h 1(sa|tu) ka|li Tinda|ka|n 

pembeda|ha|n besa|r. Sehingga| pengguga|t menempuh 6 ka |li tinda|ka|n pembeda|ha|n ya|ng 

dila|kuka|n oleh Terguga|t. 

2. Pengguga|t dija|dika|n “kelinci percoba|a|n” oleh terguga|t untuk mempra|ktikka|n Metode ya|ng 

terguga|t pela|ja|ri sela|ma| 7 ha|ri di Ita|lia|. 

3. Pengguga|t mera|sa|ka|n sa|kit ya|ng lua|r bia|sa| a|ta|s Tinda|ka|n pembeda|ha|n ya|ng dicoba| oleh 

Terguga|t. 

4. A|ktivita|s pra|ktik kedoktera|n ya|ng dicoba| oleh terguga|t mempunya|i izin da|ri FISID. 

5. Terguga|t membua|t reka|m kedoktera|n  ya|ng isinya| tida|k sesua|i. 

6. Seta|la|h Pembeda|ha|n besa|r pembersiha|n gigi, dokter gigi la|in mela|porka|n jika| gusi pengugga|t 

tida|k bersih. Serta| tinda|ka|n pembersiha|n tersebut bisa| dila|kuka|n ta|npa| mela|ksa|na|ka|n 

pembeda|ha|n besa|r. 

 
C. Pera|tura|n ya|ng diguna|ka|n 

1) Pa|sa|l 2 Unda|ng- Unda|ng Nomor. 29 Ta|nun 2004 Tenta|ng pra|ktik kedoktera|n. 

2) Pa|sa|l 56 a|ya|t (1) Unda|ng- Unda|ng Nomor. 36 Ta|hun 2009 Tenta|ng Kedoktera|n. 

3) Pa|sa|l 52 Unda|ng- Unda|ng Nomor. 29 Ta|hun 2004 Tenta|ng pra|ktik kedoktera|n 

4) sura|t Keputusa|n No: Skep/ 034/ Pb/ Pdgi/ V/ 2008 Tenta |ng Kode Etik Medis Gigi Indonesia | 

Pengurus Besa|r Persa|tua|n Dokter Gigi Indonesia| Pa|sa|l 10 a|ya|t (1).  

5) Pa|sa|l 68 a|ya|t (1) Unda|ng- Unda|ng Nomor. 36 Ta|hun 2009 tenta|ng Keseha|ta|n. 

6) Pa|sa|l 45 a|ya|t (1) hingga| (5) Unda|ng- Unda|ng Nomor. 29 Ta|hun 2004 Tenta |ng pra|ktik kedoktera|n. 

7) Pera|tura|n Menteri Keseha |ta|n Republik Indonesia| No: 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tenta |ng 

Persetujua|n tinda|ka|n Medis Menteri Keseha|ta|n Republik Indonesia|, Pa|sa|l 2 a|ya|t (1) serta| Pa|sa|l 

3 a|ya|t (1). 

8) Pa|sa|l 1365 KUHPerda|ta|. 

9) Pa|sa|l 1366 KUHPerda|ta|. 

 
D. Fa|ktor Ma|lpra|ktik 

Ba|gi Drs. H. A|da|m Cha|za|wi, S. H. mena|ra|ngka|n jika|  sesua|tu perbua|ta|n bisa| 

dikua|lifika|sika|n sela|ku tinda|ka|n ma|lpra|ktik medis a|pa|bila| memenuhi unsur- unsur seba|ga|i berikut: 

1) Terda|pa|tnya| bentuk perbua|ta|n (a|ktif a|ta|upun pa|sif) tertentu da|la|m tinda|ka|n medis; 

2) Ya|ng dila|kuka|n oleh dokter a|ta|upun ora|ng ya|ng terda|pa|t di da|sa|r perinta|hnya|; 

3) Dila|kuka|n terha|da|p pa|siennya|; 

4) Denga|n terenca|na| a|ta|upun kela|la|ia|n; 

5) Ya|ng berla|wa|na|n denga|n sta|nda|r profesi, sta|nda|r prosedur, prinsip- prinsip professiona|l medis, 

a|ta|upun mela|ngga|r hukum a|ta|upun di la|ksa|na|ka|n ta|npa| wewena|ng ba|ik dia|kiba|tka|n ta|npa| 
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informed consent, ta |npa| STR, ta|npa| SIP dila|ksa|na|ka|n denga|n tida|k sesua|i pa|da| kebutuha|n 

kedoktera|n penderita|, serta| seba|ga|inya|; 

6) Ya|ng memunculka|n a|kiba|t kerugia|n untuk Keseha |ta|n ra|ga| a|ta|upun menta|l, a|ta|upun nya|wa| 

penderita|; 

7) Oleh seba|b itu, membentuk perta |nggungja|wa|ba|n hukum untuk dokter. 

 
Jika| da|ri unsur- unsur ma|lpra|ktik medis dia|ta|s, perbua|ta|n ya|ng dicoba| terguga|t denga|n 

mema|ksa|ka|n penyembuha|n a|ta|upun tinda|ka|n pembeda|ha|n beda| kepa|da| pengguga|t a|ta|upun 

penderita| ta|npa| mempunya|i persetujua|n tertulis( informed consent) da |ri pengguga|t denga|n da|lih 

ma|u mempra|ktikka|n Metode ba |ru ya|ng terguga|t pela|ja|ri sepa|nja|ng 7 ha|ri di Ita|lia| ma|suk ke da|la|m 

kua|lifika|si Tinda|ka|n Ma|lpra|ktik medis ya|ng tida|k berta|nggung ja|wa|b ya|ng sea|ka|n- a|ka|n menja|dika|n 

pengguga|t sela|ku“ kelinci percoba|a|n” terha|da|p Metode ba|runya| ya|ng memunculka|n kerugia|n untuk 

pengguga|t seca|ra| ma|teriil serta| imma|teriil. 

 

 

E. A|NA|LISIS PUTUSA|N 

Putusa|n Penga|dila|n Tinggi DKI Ja|ka|rta| denga|n nomor perka|ra| 669/ PDT/ 206/ PT. DKI ya|ng 

merupa|ka|n putusa|n Upa|ya| Ba|nding da|ri Putusa|n Penga|dila|n Negeri Ja|ka|rta| Ba|ra|t Nomor 11/ PDT. Gra|m/ 

206/ PN. JKT. BRT. dida|sa|rka|n a|ta|s penila|ia|n ha|kim ba|hwa| tida|k a|da| unsur Perbua|ta|n Mela|wa|n Hukum 

ya|ng dila|kuka|n oleh Terguga|t Drg. Yus A|ndjojo D. H. A|ka|n teta|pi penila|ia|n berbeda| justru diputus oleh 

Ma|hka|ma|h A|gung ya|ng menila|i ba|hwa| Terguga|t Drg. Yus A|ndjojo D. H. tela|h mela|kuka|n Perbua|ta|n Mela|wa|n 

Hukum. Lebih la|njut Perbua|ta|n Mela|wa|n Hukum ya|ng dima|ksud dila|kuka|n oleh Terguga|t/Terba|nding Drg. 

Yus A|ndjojo D. H. a|ta|s da|sa|r tinda|ka|n medis ya|ng dila|kuka|nnya| terha|da|p Sa|ma|t Nga|dimin.  

Pa|da| Putusa|n Nomor 669/ PDT/ 206/ PT. DKI seba|ga|i upa|ya| hukum ba|nding da|ri Putusa|n 

Penga|dila|n Negeri Ja|ka|rta| Ba|ra|t Nomor 11/ PDT. Gra|m/ 206/ PN. JKT. BRT ya |ng dia|juka|n oleh 

pemba|nding ya|ng semula| pengguga|t pa|da| substa|nsinya| mema|nta|pka|n Putusa|n pa|da| Tingka|ta|n 

a|wa|l ya|ng dikelua|rka|n oleh Penga|dila|n Nega|ra| Ja|ka|rta| Ba|ra|t Nomor 11/ PDT. Gra|m/ 206/ PN. JKT. 

BRT. A|ta|s keka|la|ha|nnya| pa|da| Penga|dila|n Tinggi DKI Ja|ka|rta|, pemba|nding ya|ng lebih da|hulu 

pengguga|t a|khirnya| menga|juka|n permohona|n ka|sa|si ke Ma|hka|ma|h A|gung denga|n berda|sa|rka|n 

putusa|n Ka|sa|si tersebut, Ma|hka|ma|h A|gung berpenda|pa|t ba|hwa| terda|pa|t kekelirua|n da|la|m 

penera|pa|n hukum ya|ng dila|kuka|n oleh Penga|dila|n Negeri Ja|ka|rta| Ba|ra|t da|n Putusa|n Penga|dila|n 

Tinggi Ja|ka|rta|. 

Putusa|n Ma|hka|ma|h A|gung Nomor 3203 K/ Pdt/ 2017 da |la|m a|ma|r putusa|nnya| menga|bulka|n 

permohona|n ka|sa|si pemohon denga |n menya|ta|ka|n ba|hwa| terguga|t tela|h mela|kuka|n perbua|ta|n 

mela|wa|n hukum ya|ng merugika|n pengguga|t sela|ku pemohon ka|sa|si. A|da|pun perbua|ta|n mela|wa|n 

hukum ya|ng dima|ksud a|da|la|h ba|hwa| Terguga|t tela|h terbukti seca|ra| sa|h da|n meya|kinka|n mela|ngga|r 

ketentua|n Pa|sa|l 3 a|ya|t (2) huruf a|, huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j Pera|tura|n Konsil 

Kedoktera|n Indonesia| Nomor 4 Ta|hun 2011 tenta|ng Disiplin Profesiona|l Dokter da|n Dokter Gigi. 

Pa|da| ka|sus Sa|ma|t Nga|dimin (Pengguga|t) mela|wa|n Drg. Yus A|ndjojo D. H. (Terguga|t) da|pa|t 

dia|na|lisis ba|hwa| terda|pa|t perbeda|a|n da|la|m mema|nda|ng tinda|ka|n medis Terguga |t ya|ng 

mela|ksa|na|ka|n impla|nt gigi terha|da|p Pengguga|t. Putusa|n Penga|dila|n Negeri Ja|ka|rta| Ba|ra|t ya|ng 

kemudia|n dikua|tka|n oleh Putusa |n Penga|dila|n Tinggi DKI Ja|ka|rta| menya|ta|ka|n ba|hwa| tinda|ka|n 
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medis ya|ng dila|kuka|n oleh Terguga|t buka|n merupa|ka|n tinda|ka|n Perbua|ta|n Mela|wa|n Hukum ya|ng 

dituduhka|n oleh Pengguga|t.   

Penila|ia|n Penga|dila|n Negeri Ja|ka|rta| Ba|ra|t da|n Penga|dila|n Tinggi DKI Ja |ka|rta| ya|ng tida|k 

menya|ta|ka|n ba|hwa| Terguga|t tida|k mela|kuka|n Perbua|ta|n Mela|wa|n Hukum dida |sa|rka|n oleh 

bebera|pa| ha|l ya|ng da|pa|t ka|mi a|na|lisis. Ba|hwa| perta|ma| ika|ta|n a|nta|ra| Pengguga|t seba|ga|i Pa|sien 

da|n Terguga|t seba|ga|i dokter penyedia| la|ya|na|n Keseha|ta|n a|da|la|h ika|ta|n keperda|ta|a|n berda|sa|rka|n 

perja|njia|n oleh ka|rena| itu tida|kla|h tepa|t a|pa|bila| perbua|ta|n sa|la|h sa|tu piha|k ya|ng tida|k 

berkesesua|ia|n denga|n perja|njia|n dinila|i seba|ga|i perbua|ta|n mela|wa|n hukum, na|mun seba|ga|i bentuk 

wa|npresta|si. 

Kedua|, Penera|pa|n Pa|sa|l 45 a|ya|t (1) da|n a|ya|t (5) Unda|ng Unda|ng Nomor 29 Ta|hun 2004 

Tenta|ng Pra|ktik Kedoktera|n seba|ga|i da|sa|r terja|dinya| Perbua|ta|n Mela|wa|n Hukum tida|k da|pa|t 

ditera|pka|n ka|rena| pa|da| Pa|sa|l 45 a|ya|t (1) disebutka|n ba|hwa|, “Setia|p tinda|ka|n kedoktera|n a|ta|u 

kedoktera|n gigi ya|ng a|ka|n dila|kuka|n oleh dokter a |ta|u dokter gigi terha |da|p pa|sien ha|rus menda|pa|t 

persetujua|n.” A|ka|n teta|pi pa|da| Pa|sa|l 45 a|ya|t (5) disebutka|n ba|hwa| “Setia|p tinda|ka|n kedoktera|n 

a|ta|u kedoktera|n gigi ya|ng menga|ndung risiko tinggi ha|rus diberika|n denga|n persetujua|n tertulis ya|ng 

dita|nda|ta|nga|ni oleh ya|ng berha|k memberika|n persetujua|n.”. Mela|lui Pa|sa|l 45 a|ya|t (5) Unda|ng 

Unda|ng a| quo jela|sla|h ba|hwa| ha|nya| tinda|ka|n ya|ng menga|ndung risiko tinggi ya|ng diwa|jibka|n untuk 

dida|hului denga|n persetujua|n tertulis, ya|ng ma|na| impla|nt gigi buka|n merupa|ka|n Tinda|ka|n denga|n 

risiko tinggi. Sehingga| Terguga|t da|n Pengguga|t tida|k diwa|jibka|n untuk menda |hului Tinda|ka|n medis 

tersebut denga|n perja|njia|n tertulis. 

Ketiga|, Penera|pa|n Tinda|ka|n Perbua|ta|n Mela|wa|n Hukum ya|ng diputuska|n oleh Ma|jelis 

Ha|kim tida|k memiliki da|sa|r hukum oleh ka|rena| Tinda|ka|n medis ya|ng dila|kuka|n oleh Terguga|t buka|n 

merupa|ka|n tinda|k keja|ha|ta|n a|ta|upun pela|ngga|ra|n prosedur seba|ga|ima|na| ya|ng dia|tur oleh Unda|ng 

Unda|ng Keseha|ta|n da|n Unda|ng Unda|ng Pra|ktik Kedoktera|n serta| ketia|da|a|n keputusa|n Ma|jelis 

Kehorma|ta|n Disiplin Kedoktera|n Indonesia| ya|ng menya|ta|ka|n ba|hwa| Terguga|t bersa|la|h. 

Putusa|n Ma|hka|ma|h A|gung Nomor 3203 K/ Pdt/ 2017 ya |ng da|la|m a|ma|r putusa|nnya| 

menyebutka|n ba|hwa| Terguga|t tela|h terbukti seca|ra| sa|h da|n meya|kinka|n mela|kuka|n Perbua|ta|n 

Mela|wa|n Hukum tida|k da|pa|t dilepa|ska|n da|ri kebera|da|a|n Keputusa|n Konsil Kedoktera|n Indonesia| 

Nomor 15/KKI/KEP/VII/2016 tenta |ng Pela|ksa|na|a|n Keputusa|n ma|jelis Kehorma|ta|n Disiplin 

Kedoktera|n Indonesia| Da|la|m Penega|ka|n Sa|ksi Disiplin terha|da|p sa|uda|ra| drg. A|ndjojo 

Djojoha|ndoko. A|da|pun ketika| Putusa|n Penga|dila|n tingka|t perta|ma| da|n Putusa|n Penga|dila|n 

Ba|nding ya|ng mena|nga|ni perka|ra| a| quo diputuska|n, tida|k terda|pa|t putusa|n etik ya|ng dija|tuhka|n 

oleh Ma|jelis Kehorma|ta|n Disiplin Kedoktera|n Indonesia| ya|ng menguji tinda|ka|n medis ya|ng 

dila|ksa|na|ka|n Terguga|t. A|ka|n teta|pi, ketika| perka|ra| a| quo dia|juka|n upa|ya| ka|sa|si ke Ma|hka|ma|h 

A|gung terda|pa|t Keputusa|n MKDKI ya|ng terlebih da |hulu di putus a|ta|s permohona|n Pengguga|t 

periha|l tinda|ka|n medis berupa| impla|nt gigi ya|ng dila|ksa|na|ka|n oleh Teguga|t. 

Menurut Keputusa |n Konsil Kedoktera|n Indonesia| Nomor 15/KKI/KEP/VII/2016 disebutka |n 

ba|hwa| Terguga|t tela|h mela|kuka|n pela|ngga|ra|n disiplin profesiona |l dokter gigi berupa | tida|k 

dijela|ska|nnya| kepa|da| pa|sien terka|it pela|ksa|na|a|n pra|ktik kedoktera|n ya|ng henda|k dila|ksa|na|ka|n. 

A|ta|s pela|ngga|ra|nnya| tersebut terha|da|p Terguga|t dila|ksa|na|ka|n sa|nksi berupa| penca|buta|n STR 

milik terguga|t sela|ma| 12 bula|n terhitung seja|k 18 Juli 2016. 



231 

 

A|da|nya| Keputusa|n MKDKI da|n KKI ya|ng menyebutka|n ba|hwa| Terguga|t tela|h mela|ngga|r 

ketentua|n Pa|sa|l 3 Pera|tura|n Konsil Kedoktera|n Indonesia| Nomor 4 Ta|hun 2011 tenta |ng Disiplin 

Profesiona|l Dokter da|n Dokter Gigi, memberika |n implika|si yuridis ba|hwa| Terguga|t seca|ra| sa|h da|n 

meya|kinka|n mela|ngga|r ketentua|n pera|tura|n ya|ng berla|ku di ka|la|nga|n profesi kedoktera|n gigi. Oleh 

ka|rena| itu tida|k a|da| ketentua|n ya|ng menya|ta|ka|n ba|hwa| tinda|ka|n medis sa|la|h ya|ng dila|kuka|n oleh 

Terguga|t pa|sca|-Keputusa|n MKDKI da|n KKI da|pa|t dikla|sifika|sika|n seba|ga|i wa|npresta|si la|gi. A|ka|n 

teta|pi ha|l tersebut ha|rusla|h dinila|i seba|ga|i Perbua|ta|n Mela|wa|n Hukum. 

Seyogia|nya| pela|ngga|ra|n a|ta|s pela|ksa|na|a|n pra|ktik kedoktera|n gigi terlebih da |hulu da|pa|t 

dibuktika|n mela|lui MKDKI a|pa|bila| ha|l tersebut merupa|ka|n pela|ngga|ra|n a|ta|s ketentua|n disiplin 

professiona|l dokter gigi. Ketia|da|a|n Keputusa|n MKDKI da|n KKI ya|ng memutuska|n a|da| a|ta|u tida|knya| 

pela|ngga|ra|n ketentua|n disiplin menyeba|bka|n pela|ngga|ra|n kesepa|ka|ta|n a|nta|ra| dokter da|n 

pisennya| menja|di wa|npresta|si sema|ta| seba|ga|ima|na| Putusa|n Penga|dila|n Negeri Ja|ka|rta| Ba|ra|t da|n 

Putusa|n Penga|dila|n DKI Ja|ka|rta|. A|ka|n teta|pi jika| meka|nisme pemeriksa|a|n mela|lui MKDKI da|n KKI 

dila|ksa|na|ka|n denga|n menda|hului pemeriksa|a|n Penga|dila|n ma|ka| da|pa|t dimungkinka|n tinda|ka|n 

dokter tersebut da|pa|t dikla|sifika|sika|n seba|ga|i Perbua|ta|n Mela|wa|n Hukum. 

 
KESIMPULA|N 

Ma|lpra|ktik medis ia|la|h wujud kela|la|ia|n da|ri dokter da|la|m mela|ksa|na|ka|n tinda|ka|n medik 

ya|ng menyeba|bka|n ra|sa| sa|kit, cedera|, ca|ca|t, keha|ncura|n ba|da|n, kema|tia|n serta| kerugia|n ya|ng 

la|in. Dokter bisa| diperta|nggungja|wa|bka|n terha|da|p perma|sa|la|ha|n ma|lpra|ktik ya|ng merugika|n 

penderita| seba|b perbua|ta|n mela|wa|n hukum ia|la|h berla|wa|na|n denga|n kewa|jiba|n dokter, mela|wa|n 

hukum ha|k subyektif ora|ng la|in, mela|wa|n ka|ida|h kesusila|a|n, serta| berla|wa|na|n denga|n kepa|tuta|n, 

ketelitia|n serta| perila|ku ha|ti- ha|ti ya|ng sepa|tutnya| dipunya|i seora|ng. Penderita | sela|ku piha|k korba|n 

da|ri tinda|ka|n ma|lpra|ktik medis wa|jib menemuka|n proteksi hukum cocok denga |n doktrin Res Ipsa| 

Loquitur (keberpiha|ka|n kepa|da| korba|n) denga|n menuntut uba|h kerugia|n ma|teriil serta| imma|teriil. 

Pembuktia|n perma|sa|la|ha|n kela|la|ia|n a|ta|upun ma|lpra|ktik medis tida|k ga|mpa|ng, seba|b ilmu 

medis tida|k ba|nya|k dikena|l oleh ora|ng a|wa|m. Untuk mengeta |hui keja|ha|ta|n, terka|da|ng dibutuhka|n 

ora|ng terla|tih, meski ora|ng- ora|ng ini tida|k membutuhka|n Pembela|ja|ra|n ya|ng besa|r na|mun 

dibutuhka|n kea|hlia|n pendeteksia|n denga|n ilmu. Kesa|la|ha|n dokter ia|la|h kesa|la|ha|n profesi, hingga| 

tida|k ga|mpa|ng untuk sia|pa| sa|ja|, terca|ntum penega|k hukum ya|ng tida|k mengua|sa|i profesi medis 

untuk meya|kinka|nnya| diha|da|pa|n ma|jelis hukum, wa|la|upun demikia|n tida|k bera|rti kesa|la|ha|n dokter 

tida|k bisa| dibuktika|n. 

Pa|da| a|na|lisis Putusa|n Nomor: 669/ PDT/ 2016/ PT. DKI serta| Putusa|n MA| No: 3203 K/ Pdt/ 

2017 ia|la|h Putusa|n da|ri perma|sa|la|ha|n ya|ng sa|ma| ia|la|h perbua|ta|n ma|lpra|ktik medis ya|ng suda|h 

dicoba| oleh Drg. Yus A|ndjojo D. H dima|na| ya|ng bersa|ngkuta|n mela|ksa|na|ka|n pela|ya|na|n keseha|ta|n 

gigi ya|ng buka|n ia|la|h kompetensinya| da|n mela|ksa|na|ka|n pela|ya|na|n keseha|ta|n gigi serta| mulut 

denga|n tida|k memba|gika|n ura|ia|n ya|ng jujur, etis serta| mencukupi kepa|da| penderita| a|ta|upun 

kelua|rga|nya| cocok denga|n Putusa|n Ma|hka|ma|h A|gung Republik Indonesia | No 3203 K/ Pdt/ 2017 

ya|ng mela|porka|n ka|la|u Drg. Yus A|ndjojo D. H dinya |ta|ka|n bersa|la|h da|la|m mela|ksa|na|ka|n a|plika|si 

medis, mela|ksa|na|ka|n tinda|ka|n kedoktera|n gigi inva|sif denga|n tida|k mela|ksa|na|ka|n persetujua|n 

tinda|ka|n kedoktera|n seca|ra| tertulis sehingga| denga|n tinda|ka|nnya| ini, Drg Yus. A|ndjojo D. H di a|dili 

denga|n memba|ya|r uba|h rugi kepa|da| penderita| sebesa|r Rp. 100.000.000, - (Sera|tus Juta| Rupia|h). 
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